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8 ADB 1

PENDAIIULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pewbangunan dewasa ini kebutuhan akan tanah
semakin meningkat, Hal ini disebabkan oleh persediaan ta-
nah tidak berimbang lagi dengan kebutuhan akan tanah un-
tuk keperluan pewbangunan.,

Masalalh keagrariaan pada uwmuuminya dan wasalanh  perta-
nahan pada khususnya memang merupakan suatu permasalahan
yang rumit dan sensitif sekali sifatnya karena wenyangkut
berbagai aspek kehidupan yang bersilat sosiual, ekonowmi,
politik, psikologi dan lain sebagainya, sehingga dalaw
penyelesaian persoalan tersebut lharus memperhutikunf ber-
. bagai aspek kehidupan seperti yang telan disebutkan di
atas, agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkemn-
bang wmenjadi suatu keresahan yang dapat menggoanggu sta-
bilitas masyarakat.

Undang-Undang Noinoxr 5 Tahun 1960 'I'entang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazim disebut Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan beberapa uacam
hak atas tanan, di antara hak-nak tersebut dikenal hak
mi1lik yang secara khusus diatur dalam pasal 20 ayat (1)
UUPA yang nerhuﬁyi sebagai berikut :

" Hak milik aaalan hall turan temurun, terkuat dan ter-
penuli yang dapav dlpunyair orang avas tanan aengan




1.2 Batasan Masalah

Dalam skripsi ini bahasan dibatasi terhadap masalah-
masalah sebugai berikut

1. Sejauh manakah berlalkunya hulum adat dalam proses
peralihan hak milik atas tanah Dberdasarkan penghibahan
setelah berlakunya UUPA di Kabupaten Dati IT Pinrvang ?.

2, Sistew hukum wanakah yang lebih menjanin Kepasti-
an hukum dalam hal penghibahan tanah 2.,

d. Apakah hambatan-hawbatan penerapan peraturan peng-

hibalian tanah dan bagaimana pemecabhannya ?.

1.3 Metode Pcenelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis wmenggunalkkan me-
tode penelitian sechagai berilkut

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan ini dilakulzin dengan membaca
dan meneclaah literatur=literatur yang mempunyai hubungan
erat dengan polkok-=poliok permusalahan dalanm  skreipsi  ind.
Dengan penelitian kepustakaan ini dopat diletahuai pandang-
an beberapa sarjana tentang proses peralibian hak milik
berdasarkan penghibahan, selingra Lol itu werupakan ke-
rangka acuan (refrensi) bagi penulis. Data yang diperoleh
adalah deta sekunder,

2, Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan dilaliulian deagan telinik wawaneco-

ra. Wawvancara penalis dilalunlicon pada  Kantor Pertanahan




BUADB 2

SEKILAS TENTANG LOKASI PENELITIAN

2.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Daerah Tingkat I1 Pimrang terletak pada
koordinat lintang Selatan 4 10 30 saupei denpgan 30 19 13
bujur “imur 119 26 30 sawpail 119 47 20.
Kabupaten bDaerah Tingkat II Pinrang terletak di ba-
gian tengan propinsi baerah Tingkat I Sulawesi Selatan
yang batas wilayahnya sebagai berikut
- Sebeliun Utara dengan Kabupaten dJaeral tiungkat II
Tana Toraja.

-~ Sehelah Selatan dengan Lotaumadya bDaerah tingkat 11
Pare-Pare.

- Sebelah Barat dengan Selat Maka@sar dan Kabupaten
Daerah tingkat I1 Polewali Mamasa dan

- Sebelah Timur dengzan Kabupauten baerah tingkat 11
Lnrekang dan Daerah Tiugkat 11 Sidenrveng Rappang.

Secara geografris letak Labupaten dati 1I  Pinrang
yang ibukotanya Piuraug, sangat strategzis kKarena herada
pada persimpangan lalu lintas Jjalan yang menghubungkan
berbagal Labupaten dan Kotamadya di Sulawesi selatan., Se-
ningga sangat menunjang berfungsinya sebagai wilayah pe-
nunjang kare-rare sebagair rusat sub wilayah pengembangan
bagian tcngah sulawesi Selatun.

labupaten Datvi 11 rinrang ind verdiri dari 8 wila-

~
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bupaten Laerah tingkat II Pianrang adalah rata-rata : 142
Jiwa/kma. Untuk wendapatkan gauwbaran yang jelas mengenai
Juwlch penduduk dan kepadatan wmasing-masing kocpmatan di
LKabupaten Daerah tinghkat 11 Piurang, dapat dilibat pada
tabel berikut ini
Tabel J
Juwlah dan Kepadatan Penduadulk tiap Kecamatan

Di Kabupaten Dati II Pinrang thn., 1989

No. Kecawatan Pendudulk RCpudatau/kmz
1.} Sappa 26.041 351
2.¢ Mattiro Souwpa 10,940 241
d.] Mattiro Uulu 23.233 175
4.} Watang sawitto 70,103 404
o.! Patampanaa 29.796 | 150
6.! Cempu 15.374 170
7.} Duawmpanua 37.u72 106
. 8.1 Lembang 35,429 406
Jumlah 278.588 1642

Sumber data : Kantor Statistik kabupaten Pinrang.

selanjutnya untuk mengetahui jumlah penduduk Daeran
tingkat I1 Pinrang yansg dinilai menurut jeunis Kelamin un-
tuk masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada tabel be-

rikutv ini :
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2.3 Faktor Sosial Budaya

sebelum membahas mengenai faktor sosial budaya di
Kapupaten Pinrang, ada baikunya penulis sedikit mengurai-
kan aspek pendidikan, Karena aspek pendidikan merupakan
salah satu proses budaya untuk wenganglkat narkat dan mar-
ranat wanusia dan wemegang peranan penting dalawm peunba-
ngunan sekarang ini, dimuna tenaga-tenaga peuwikir weruapa-
kKan salah satu diantaranya yang dapat wmewperlancar jalan-
nya pewbangunan, llal ini hanya dapat ditentukan atau di-
peroleh melalui pendidikan.

Upaya pengewbangan pendidikan di  Kabupaten Dati LI
Pinrang selama ini menunjukkan peningkatan dan Kemajuan,
Dengan adanya kemajuau bidang pendiainan sudan barang
tenvu dapat mendukung di bidang lainnya, sehingga dengan
demikian perlu adanya partisipasi aktif dari berbagai la-
pisan masyarakat.

Selanjutnya mengenai tradisi dan kebiasaan masyara-
kat di Kabupaten Lati II Pinrang seperti halnya masyara-
kat bugis lainnya di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten - Dati
I1 Pinrang terdapat pula berbagai tradisi dan kebiasaan
masyarakat sebagai warisan dari nenek moyang dahulu, se-
perti memiliki sifat gotong royong dan rasa kekeluargaan
serta mempunyai budaya tudang sipulung (wusyawarah untuk
mufakat), budaya siri' (malu) seperti malu berutang dan

lain-lain sebagainya.

Dari berbagai tradisi dan kebiasaan nmasyarakat ter-
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kan dorongan bagi para pemeluk agama untuk lebih tenang
dalam melaksanakan kewvajibannya sebagal ummat yang ber-
agana.

Di Kabupaten Dati II Pinrang sebagaimana halnya de-
ngan daerah-daerah lainnya, sebagian besar penduduknya
adalah beragama islam, sedangkan agama daa keparcayaan
lainnya jumlah relatif kecil. Untuk lebih jelasnya menge-
nai jumlah penduduk menurut agama yang dianut di daerah

Pinrang dapat dilihat paada tabel berikut ini.

Tabel 5
Jummlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

Di Kabupaten Dati II Pinrang

-

No.] Agama yang dianut Jumlahl Prosentase
1. I s1 am 276.489 Orang 96,80 %
2.)! Kristen Lkatolik J.187 Orang 1,33 %
3.] Kristen Protestan 3,873 vrang 1,36 %
4,! Lain-lain keper =~

cayaan 1.488 Urang 0,51 %
Jumlah | 285.637 orang 100,00 %

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Pinrang.
Mengenai pengaliiicn hak atas tanah (iiibah) wasyara-

kat yang beragama islam berdosarlkan ketentuan - kKetentuan

menurut hukuw islam d. samping aemperhatikan ketentunn-

ketentuan uuum yang berlaku di Kabupaten Pinrang.
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dengan tidak berlebih=lc¢bihan dan dia tidak minta
hendaklah diterimanya (Jangzan ditolak), sesungguh-
nya yang demikian itu pewberian yang diterima oleh
Allah Kepadanya".

Apa sebenarnya yang diwmalksud dengan hibah  itu Kita
dapat lihat dari pengertian yang dikemulkakan para sarjana
berikut ini :

Menurut Sayyid Sabiq (1981:164) pengertian hibalh adalah

"Suatu aqgad yang wengandung pemilikan kepada orang
lain ketika masihb hidup tanpa adanya imbalan",

Kemudian H.Sulaiman Rasyid (1976:311) berpendapat bahwa
hibah yaitu

"Meuberikan zat dengan tidak ada takarannya dan ti-
dak ada karcnanya".

Sedangkan pengertian hibah dalam hukum adat adalah :

. "Suatu penyerahan hak milik atas barang kepada
orang lain untuk selama-lamanya dengan percuma,
Jadli werupakan suatu perscetujuan yang dinamakan
"reel" (uyata), tiduak bersifat "consensucel" (per-
ikatan herdasar atas consonsus atau perizinan be-
laka dari kedua belah pihak)™.

B.Ter Haar (1981:239) mewberikan pengertian hibah sebagai
berikut

"Penghibahan adalah pembahagian=-pembahagian harta
peningegalan di waktu wmasih hidupnya pewmiliknya'.,

Pengertian hibah wenurut K.Wantjik Saleh (1982:35) adalal:

"Peuwberian sesecorang lkepada orang lain dengan tidak
ada penggantian apapun" .,

Pasal 1666 KUlIPerd menjelaskan hibalh sebagai berikut

"Hibah adalah suatu persetujuan  denpgan mana si

penghibal, diwaktu hiagqupnya, dengan cuma-cuma dan
dengan tidak dapat ditarik kewmbali, mwenyeralilkan
suatu benda guna keperluan si vnenerima hibah yang
wenerima penyerahan itu", ,d.;,;;{d




lasim aisebut hibah.

palam puku III menganut sistem terbuka, yang memberi
kebebasan kepada setiap orang untuk menyimpang dari ke-
tentuan lUndang-Undang asal tidak bertentangzan dengan ke-
tertiban umum dan kesusilaan. Sebagai konsekuensi dari
sistem terbuka ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai hi-
bah dalam Buku IlI pada dasarnya merupakan ketentuan hnu-
kum bersifat pelengkap. Dalam arti banwa dalam perjanjian
hibah para pihak masih diberi kemungkinan untuk menper-
Janjikan sesuatu yang belum diatur dalam Undarg-Undang
sepanjang tidak mengurangi nilai hibah itu sendiri.

Sclanjutnya dalam UUPA diatur pula mengenai peralin-
an hak milik atas tanah dengan cara penghibahan. Dimana
dalam Pasal 26 UUPA menyatakan :

"Jual beli, penukaran, penghibahan, peuberian de-
ngan wasiat, pemberian menurut adat dan peratur-
an-peraturan lain yang dimaksudkan dan untuk me-
mindankan hak milik serta pengawasannya diatur
dengan peraturan pemerintah".

Di dalam ketentuan ini disebutkan heberapa tindakan
hukwi yang secara sengaja dimaksudkan untuk mengalihkan
hak milik Kkepada pihak lain, sewagai perbuatan hukum se-
demikian disebut jual beli, penghibahan, pemberian wasiat
pemberian menurut hukum adat.

Dalam Pasal 19 Percturan Pemerintah (PP) No. 10 ta-
hun 1961 diatur tentang peralihan hak atas tanah. Disya-

ratkan bahwa tanah yang akan dihibahkan itu harus dibuk-

tikan dengan suatu akta. Untuk lebih jelasnya dapat di-
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kedua subyeck hulkumyanyg mengadalkan perjanjian haruslah -
ada Kcewanan yang bebuas untuk wmengadakan Kesepakoatan, Sya-
rat iui penting karena tanpa sepakat tidak akan wunglkin
tercipta suatu perjunjian., Ataa wmugkia bisa terjadi  te-
tapi perjanjian tersebut akan selalu terancam peumbatalan,

Kescpukatan diangrap tidak ada apabila terjadi kare-
na adanya paksaan, Kekhilafan atou penipuan  ( Pasal 1021

IKulil'erd. )

Mengenai syurat ke-2 Kecakapan uantule mewbuat suatu
rexrjanjian, terdapat pengecunlian dalam  Lal perjanjian
hibuli, pada perjanjian padae wmuunya selaia hibah, para

pihak haruas cakap wenurut hukum, letapi dalam  perjanjian
hibah ditegasnan vahwa pirhaks pemperi hibah yang harus ca-
Kuep menurut aukuwn, sedang pihak penerima hibah dibolehlkan
orang itu beluw dewasa asal divalklili olelr orang tuanyn
atau walinya (Fasal 1679 LCulerd.). Ketentuan ini adalah
kKonsckuensi duri sifut perjunjian hitkah itu sendiri ge-
bagai perjanjian yang bersifot cunit=cuasa/sepiliok yoauyg se-
wata=-iata diadaken untulk kepeutingan pilick peneriua hibah
Dengoen dewikian penghibahon Kepoda scorang yaiyg belun de-
wasa tentunya boleh terjadi apabila hibab tersebut meng-
untunglan si anak terscbut.

Sebagai syarat ke-3 untuk sahaya sucta perjanjian
pada uwmwnya adalah adanya suatu hal tertentu. Lengan hal
tertentu di sini dimeksudkau adaluah ohyek perjanjian itua

sendiri, Pasal 1333 KUlIPerd. wmwoencentulkan balhvwa suatu  per-



hibah itu terjadi seketika setelah ditutupnya perjanjian.

Adapun syarat-syarat penghibahan itu  adalah bahwa
selain harus memenuhi unsur-uunsur hibah yang telah dike-
mukakan dalam pasal 10666 LUltPerd di atas, juga harus we-
menuhi ketentuan-ketentuan daloua pasal 16067,. pasal 1682
LUllPerd yang wenentukan balwa hibah hanya boleh terjaai
atas benda=-benda yang telah ada dan hibalh adalah  werupa-
kan perjanjian tertulis. Dengun demikian waka syarat sah-
nya penghibahun tersebut adalah sebagai berilut
1. Penghibahan terjadi ketik:s masib hidupnya pewberi ni-

bah,

Syarat diwaktu hidupnya pemberi hibah ini, . ditegas-
kan datam pasal 1666 ayat 2 LuUliPerd yaugz berbunyi sebagai
berikut :

"Undang-Undung tidak wengaikui lain-lain hibah se-

lainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang ma-
sih hidup",.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa penghibahan ha-
nya aiperbolelhkan terjaai diantara orang=-orang yang nasih
hidup. vengan dewllkian waka baii peuwberi hibal waapun pi-
halkk peneriwa hibah disyaratkan harus wmasih hiaup  pada
saat ditutupnya perjanjian hibali,

Walaupun dewilkian tidak tertutup pula kemungkinan
pengalihan sepenuhnya dari halt atas benda dilakulkan sete-
lah peuberi hibah weninggal dunia, asal hal itu diperjan-
Jikan dalam akta perjuanjian hibah., Hal ini Jclusl diatur

dalam pasal 1669 LUliYerd yang berbunyi sebagai berikut




dengan adanya ketentuan di dalam pasal 1338 (2) KUHPerd,
dan wanakdla hal yang demikian dicatat di dalam perjanji-
an, maka klausula yang seperti itu tidak mengikat.

Dengan deuwikian bahwa Undang-Undang welarang diper-
Janjikan bahwa pewmberi hibah tetap berkuasa untuk men-
Jual atau menyerahkan obyek hibah itu Kepada pihak lain.

Namun demikian pemberi hibah dapat memperjanjikan
bahwa ia akan memakai sejuuwlah uang dari benda-benda yang
dihibahkan, tetapi apabila si pewberi hibah wmeninggal se-
beluw wmeumpergunakan uang yang dimaksudkan dalam perjanji-
an itu waka apa yang dihibahkan untuk keseluruhannya te-

tap wenjadi hak peneriwa hibah.

4. Hibah atas barang-barang yangz telah ada

Untuk adanya suatu perjanjian hibah, maka benda-ben-
da yang akan dihibahkan telah ada. Syarat ini werupakan
ketentuan wmutlak yang ditentukan dalam pasal 1667 ayat 2
KUllPerd, yang umenyatakan tidak ada perjanjian hibah ter-
hadap suatu obyek yung belum ada ketika perjanjian hibah
itu ditutup.

Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka hibah
atas sesuatu benda segera dapat dilaksanakan, di samping
itu harus pula mewenuli unsur-unsur salhnya suatu per -
Janjian. Pengulihan hak kKebendaan atas tanals milik terse-
but diatur dalawa Buku 11 KUlPerd, nauaun setelalr Dberlaku-

nya UUPA terhapus kecuali ketentuan-lketentuan mengenai
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wereka meninggal wmaka benda hibal diserahikuan kepada orang

lain lagi yang ditunjuk dalaa surat wasiat tersebut,
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Jadi sifat kontan atau tunai dalam perjanjian hibah
ini dimaksudkan bahwa tanah itu harus diserahkan sepenuh-
nya kepada penerima hibah, sehingga apabila di  kemudian
hari timbul persoalan maka pemberi hibah tidak dapat lagi
diganggu gugat, karena penguasaan atas tanah tersebut se-

penunnya telah diserahkan kKcepaaa penerima hibah.

Bersiflat Terang

Perjanjian hibah atas tanall sebelun berlakunya UUPA
dilaksanakan di hadapan pemuka wasyarakat adat yang biasa |
disebut Kepgla Adat. Karena penghibahan tersebut dilaku-
kan di hadapan Kepala Adat, sehingga perjanjian penghi-
bahan yang dilaksanakan tersebut mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat kedua belah pihak.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang seba-
gai sampel, diantaranya Abdul Halim, Kepala Lingkungan
Lallee Pinrang, tanggal 28 Januari 1992 disiupulkan bahwa:

"Pada umumnya peralilhan hak milik atas tanah sebe-
lum berlakunya UUPA di Kabupaten Pinrang dilaksa-
nakan di hadapan Kepala Adat., Jadi dalam hal ini
kepala adat tidak hanya bertindalk sebagai saksi,
melainkan dalam Kedudukannya sebagai Kepala Adat
jJuga wenanggung babwa peralilhan hak milik atas
hibah tersebut tidak melanggzar hukum yang berlaku"

Dengan dilakukannya perjanjian hibah atas tanah di
hadapan Kepala Adat, maka penghibahan atas tanah tersebut
menjadi terang. Oleh karena penerima hibah' akan wendapat
pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan dan mendapat
perlindungan hukum.

Dengan dipenubhinya sifat-sifat hukum adat tersebut
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maka penghibahan atas tanah di Kabupaten Dati II  Pinrang

tersebut dianggap telah memenuhi syarat.

Perjanjian hibah menurut hukuwm adat secara jelas di-

gambarkan oleh B. Ter Haar (1981:239) sebaral berikut

"Juga penghibahan itu haruslah "terang" supaya
mendapat perlindungan hukum di luar lingkungan
kerabat, wmisalnya terhadap penagih-penagih hutang
nya si penghibah mengenai pinjaman-pinjamannya
sesudah penghibahan, Tetapi sebagai perbuatan ber
dasarkan hukum waris, penghibalhan itu berlaku da-
lam lingkungan kKerabat".,

Selanjutnya Ter Haar (1981:240) mengemukakan maksud

penghibahan sehinggn dilakukan di hadapan Kepala Adat,

"Pemberian bantuan dari penghulu-penghulu rakyat
adalah perlua sekali buat berlakunya keluar, ter-
hadap masyarakat dan terhadap pihak-pihak Kketiga
lainnya. Pemberian bantuan dari pihak penghulu
tadi dapat diganti dengan pelaksanaan dan penga-
kuan menurut senyatanya dari pada hubungan  hukuw
yang baru ini seclama waktu yang tertentu; pemban-
tuan atau dengan setahunya golongan kerabat yang
berkepentingan, ialah warisnya, terkadang syarat
sahnya perbuatan penghibahan itu,...".

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk sahnya

Suweu perjanjian hibah dalam hukum adat diperlukan keter-

libatan Kepala Adat dan sepengetahuan anggota Kerabat la-

innya. Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang se-

bagai sampel, di antaranya Abdul Halim, Kepala Lingkungan

Lallee Pinrang, tanggal 28 Januari 1992, juga wenunjuklkan

adanya keterlibatan kepala-kepala adat itu, bahwa :

"Keterlibatan penghulu adat dalam hibah atas tanah
dinyatakan dalawm suatu akta Yyang ditandatangani
oleh anggota Kkerabat pemberi hibah, sebagai tanda
persetujuan, Jelaslah bahwa fungsi perjunjian da-
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lam hukum adat dilakukan secara terang",

Penghibahan dalam hukum adat di Kuhup@tcu Dati II
Pinrang biasanya dilakukan antara orang tua dan anaknya
ketika anak itu telah dewasa untulk wembentuk rumah tang-
ga., Pdnghibahan itu merupakan bekal baginya untuk hidup
beruwah tangga,

Jadi dalam hulkum adat penyerahan tanabh yang dihibah-
kan dilakukan secara nyata, tidak perlu mewmenulii syarat
formalitas lainnya, seperti alta hibah notaris, atau pe-

Jabat lainnya yang berwenang untuk membuat akta.

4.2 Proses Penghibahan Setelah Berlakunya UUPA Di Kabu-
paten Dati 11 Pinrang

Sebelum berlakunya UUPA, perulihan hak wilik atas
tanah yang tunduk pada hukum adat dilaksanakan dengan
cara yang sederhana yaitu diatur oleh hukum yang tidak
tertulis,

Menurut Kabir Beddu, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah BPN
di Kabupaten Pinrang bahwa
"Dengan berlakunya UUPA maka secara tegas telah
diatur tentang peralihan hak milik atas tanah da-
lam peraturan yang tertulis",
Sdlanjutnya, sehubungzan dengan hibah tanah, Kabir Beddu
wengatakan bahwa
"Setiap perjanjian penghibahan tanah wililk harus
dilakukan dengan suatu akta otentik, yang mana

akta itu harus dibuat oleh ataun di hadapan peja-
bat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria tersebut",

Penghibahan dengan akta otentik merupalan upaya

2
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yang dapat dilakukan untulk terselenggaraunya penghibalian
secara baik, tertib secara administrasi dan tertib secara
hulkum.

Meskipun dewikian, lebih lunjut Kabir Beddu menegas-
kan bahwa :

"Aturan yang diisyaratkan oleh UUPA tentang per-
lihan hak (termasuk hibah) harus dilaksanakan se-
cara tertulis, agaknya wmasih harus berhadapan de-
ngan kebiasaan masyarakat yang masih dipengaruhi
oleh hukum adat".

Di dalam UUPA dan dalam peraturan pelaksanaannya
yaitu Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 pada pasal
19 diatur tentang pemindahan hak atas tanah (penghibalhian)
yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap perjanjian yang berwmaksud memindahkan hak
atas tanah memberikian sesuatu hak baru atas ta-
nah, wmenggadaikan tanalh atau wmeminjam uang dengan
halk atas tanah sebagal tanggungan harus dibukti-
kan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di
hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agra-
ria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini
disebut Pejabat), Akta tersebut hentuknya dite-
tapkan oleh Menteri Agraria".

Berdasarkan pasal 19 No. 10 tahun 19061 tersebut, pe-
nulis dapat menyiwpulkan bahwa :

1. Setiap perjanjian penghibahan harus dilakukan de-

ngan suatu akta otentik.

2, Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang

ditunjuk oleh Menteri Agraria.

Mengenai tata cara peralihan hak atas tanah dalam

hal penghibahan di Kabupaten Dati II Pinrang, ditempuh

proses peralihan menurut PP. No. 10 tahun 1961,




sedang dalam perselisihan/bukan tanah sengketa.

¢. Harus disertai surat tanda pembayaran biaya pen-
daftaran tanah.

Ketentuan tentang tata cara penghibahan itu merupa-
kan suatu hal yang ideal sekali, terutama dalam rangka
tercapainya kepastian hukum dalam hal pertanahan, Namun
seperti penulis uraikan pada bagian terdalnlu bahwa dalam
praktek di Kabupaten Pinrang sangat sulit untuk dilaksa-
nakan tata cara tersebut lzarena berhadapan dengan Lkebia-
saan adat, sehingga apabila terjadi penghibahan atas ta-
niah biasanya dilakukan secara alita dibawah tangan saja.

Balikan tidak kurang hanya dinyatakan secara lisan
saja, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan 5 (liwma)
orang kepala lingkungan yang penulis siwpulkan sebagai
berikut :

1. Penghibahan atas tanah di Kabupaten Pinrang sa=-
ngat sulit dilaksanakan sebaguimﬁna ketentuan
yang berlaku, karena berhadapan dengan Kkebiasaan
adat.

2. Karena masih dipengarubi oleh hukum adat, sehing-
ga penghibahan atas tanah dilakukan secara akta
dibawah tangan saja yang prosedurnya lebih sing-
kat.

Tiwbulnya wmasalah ini yang merupakan suatu penyiwm-

pangan terhadap ketentuan=ketentuan dari  PP. No.10 tahun
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nyaknya lp. 10.000,-. Pasal 43 PP. No.10 tahun 1961 Dber-
bunyi sebagai berikut

"Barangsiapa membuat alita yang dimaksud dalau pa-
sal 19, tanpa ditunjulk oleh Menteri Agraria seba-
gai pejabat dipidana dengan hukuman Xurungan se-
lama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-bha-
nyaknya lp. 10.000,-.

Kemudian dalam ketentuan pasal 44 PP, No. 10 tahun
1961, melarang Kepala Desa untuk menguatkan perjanjian
pengalihan hak atas tanah, seperti yang dimaksud dalam
pasal 22 dan pasal 25 PP. No.10 tahun 1961 dengan ancaman
hulcumam yang sana.

Memang UUPA dilandaskan pada hulkum adat, tetapi da-
lam pasal 5 Undang-Undang tersebut denzan tegas wenyata-
kan :

"Hulkkum agraria yang berlakua atas bumi, air dan ru-
ang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak ber
tentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-per-
aturan yang tercantum daloam Undang=Undang ini dan
dengan peraturan perundangan lainnya, segala se-

suatu dengan mengindahlkan unsur-unsur yang ber-
sandar pada hukum agama' .

Berdasarkan pasal 5 UUPA tersebut di atas, maka je-
laslah bahwa hukum adat yang dapat diberlakukan adalah
hukum adat yang tidak bertentangan dengan UUPA  dan  per-
aturan pelaksanaannya, oleh karena penghibahan atas tanah
tanpa melalui PPAT werupakan penyiumpangan dari peraturan
perundangan, maka hukum adat tidak dapat diberlakukan da-

lam hal ini.

Menurut Kabir Beddu, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah BPN
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di Kabupaten Pinrang, bahwa :

"Apabila diperhatikan ketentuan pasal 19 PP. No.10
tahun 1961, maka untuk salnya perjanjian hibah,
cukup jika wemenuhi syarat-syarat formal yaitu
apabila dilakukaen dengan alita otentik. Sedangkan
mengenai syarat materiil yaitu berupa penyerahan
atas tanah yang dihibahkan, tidak diperhatikan®.

Namun demikian, jika penulis perhatikan akta reswmi
penghibahan maka syarat materiil ini ternyata merupakan
suatu syarat pula untulk sahnya penghibahan, sebagaimana
dalam akta hibah itu terduapat Klausula yang menyatakan :

"Mulai hari ini tanah halk dan bangunan  serta  ta--
naman yang diuraikan daloam akta ini telah dise-
rahlkan kKepada yang menerima hibah, yang wmengaku
pula telah menerima penyerahan itu, dan segala
kKeuntungan yans didapat dari serta kerugian beban
yang diderita atas tanah hak/dan  bangunan serta
tanaman terscbut di atas menjadi hak / tanggungan
yang menerima hibah',

Mengenai kesenjangan antara isyarat UUPA untuk di-
laksanakannya proses penghibahan secura tertulis dalam
hentuk akta otentik dengan tetap terselenggaranya proses
penghibahan secara adat, diperoleh data buhwa penggunacn
aturan adat untult hal ini tidak terlalu menimbullkan masa-
lah,

Penelitian penulis di Pengadilan Negeri Pinrang di-
peroleh data bahwa kasus penghibahan di Pengadilan akibat
proses-proses itu tidak banyalk. Selama ini  baru ada 2
(dua) kasus penghibahoan yang wmasuk ke pengadilan, 1(satu)
diantaranya belum berkekuatan hulkum tetap (wawancara de-

ngan Surianto P.l, Kepala Kepaniteraan Perkara).

Adapun jumlah penghibahan yang terlaksana di Pinrang
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kan. Dalam arti kata cara memperolell dan mengalihkan hak
milik atas tanach haruslah sesuai dengan  ketentuan-keten—
tuan yang berlaku, karena denzan dewmikian maka tindakan
tersebut akan werupakan suatu refleksi terhadap eksisten-
si negara hukuw seperti Indonesia.

Hukum_utau Ketentuan=katentuan yang berlalkua dalan
masyarakat horaslah dilalksanakan atau ditegukkan, Sehu-
bungan dengan itu, wenarik untull diketengahlian apa yang
dikemukakan olelr Sudikno Mertokuswno (1984:133) bahwa

"Adanya hulum itu untul ditaati, dilaksanakan atau
ditegakkan. Pelalkisanaan hulium  atau law enforce-
went oleh petugas pencgull hukum yang tezas, kon-
sekuen, penul dediliasi dan  tanggung  jawab akan
membantu menegakkan kesadaran hulkum masyarakat",

©0lel karena itu agar ketertiban dan kKedamainn yang
merupakan idawan bagi setiap warga negara dapat menjelma
dalam kehidupan sehari-hari, malka sebaiknya dipatuhi ke~

tentuan hulkum yang berlaku dalawm lehidupan masyarakat,




BADB 5
PENUTUP

Setelahh mengemukakan peabihasan pada  bab sebelunnya

Kini dikenulkakan siupulan dan saran-saran sebagei berilut:

5.1 Simpulan

1. Masalall Leagrarican pada uﬁumnya dan .asalal per-
tanahan pada khususnya merupalian per:msu.lahzin yanz culiup
ruait dan sensitif selali sifatnya, Larena tenall menyuang-
kut berbagai aspelk kehidupan yang hersifat sosicl, eiiono-
mi, politik dan luin sebugainya.

2. Sebeluw: berlalunya UUPA peraliban hak milik atas
tunah tunduklk pada huwlkun adat yaita dictur olehr hukum yang
tidak tertulis, nanun dengan verlaliunya UUPA naka secara
tegas teleh diatur dalam peraturan yans terdulis.

3. Keduanya memtheriiian jominan, tetapi politilk hul:um
negara tita menginzinkan delam bentulk yang tertulis.

4. Houbotan-iomobatan penerapan ukua kiususnya poeng-
hibuhan atas taenaoh milill di Kocbupoaten Pinrang antora lain:

a. Faktor masyarakatsadat.

b. Kurangnyc kesadaran hulkiuil masyaraiat, kKimsusnya

nengenai hnliunm pertaonalian,

5. Pemecahannya yaitu dengan pemasyorakatan/penyululi-

an dari pilwall yon: terin:dit Jdi d&lasnys,; agar masyarakat
dapat memahami pentingnyae pendaftaran tanai Raasosuyn
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
JLN. JEND- SUKAWATI NO 36 TELEPON 13 PINRANG 91212

SURAT - KETERANGAN
NO. 200,2/51/53-19/1992.

Berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang
Cq Kepala Kantor Sospol Nomor : 070/95/1/1992 tanggal, 7 januari 1992
Perihal Izin Pepelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul :
" TINJAUAN BERKENAAN PROSES PERALTHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN
PENGHIBAHAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UUPA DI KABUPATEN DAERAH -
TINCGKAT II PINRANG ", maka yang tersebut dibawah ini 3

N a m a : JURANA

Tempat/tanggal lahir : 10 Oktober 1967

Pekerjaan 3 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45
Ujung pandang.

Alamat : Jalan Pampang I No. 45 Ujung pandang.

benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pin
rang dari tanggal; 1l Januari 1992 sampai dengan 13 Peberuara 1992,

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan dan diberikan kepada
yang bersangkutan untuk dipermumskan seperlunya.-
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o PENGADILAN NEGERI PINRANG

) JALAN JENDERAL SUKAWATI No.38 Tlp.30

Tﬁtz PINRANG Kode Pos 21212
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: ITlS.DlT.A‘I'.Ol.O:;.0]/1992. Pinrang, 13 Pebruari 1992
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KEP A D A
: Permintean Doto.-

YTH. DEKAN PAXULPAS HUKUH UNIVERSITAS“45"
UJUNG PAIDANG
I -

UJULIG PANDALG o~

Dengan hormat.
Memunjuk surat Bupati Kepala Daerah, Kepala Kantor Sospol tertanggal 7 Januari
1992 0. 070/95/I/SP perihal tersebut diatas pada pokols surat, bersama ini kami be -

ritahukan bahwa 3

H A M A t JURATNA

Tompat Tgl Lahir : Pinrang, 10 Olctober 1967

Jenis Kelamin ¢t Perempuan

Peker jaan ¢ MaheFakellulcum Unive "45" Ujung Pandang

Alamat ¢ Jl. Rappang I H0.45 Paikang Ujung Pandang.
Benar pada tanggal 11 Jamuari 1992 sompai dengan tanggal 13 Pebruari 1992, telah
memperoleh date terhadap masalah ya.n(_, ada kaitannya dengon Judul Sloripsi yang bersang-
kutan pada kentor lkami.

Demildan kami sampailkan untule dimaklumi seperlmx;,ra_.—

KETUA PENGADILAN HNEGERI PIIIANG
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